
BUPATI SANGGAU

PROVINSI  KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

SETIAP DESA DI KABUPATEN SANGGAU

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

Mengin8at

a.   bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014

tentang   Dana   Desa   Yang   Bersumber   dari
Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Negara,
sebagaimana    telah    beberapa    kali    diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun  2016   tentang  Perubahan  Kedua  Atas
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014

tentang   Dana   Desa   Yang   Bersumber   darn
Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Negara,
bupati  menetapkan  besaran  dana  desa  untuk
setiap desa di wilayahnya;

b.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud  dalam  huruf  a,  perlu  menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
di Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2021 ;

1.    Undang-Undang Nomor 27 Tahun  1959 tentang

Penetapan  Undang-Undang  Darurat  Nomor  3
Tahun    1953   tentang   Pembentukan   Daerah
Tingkat   11   di   Kalimantan   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun     1953  Nomor     9),



sebagai    Undang-Undang    (Lembaran    Negara
Republik  Indonesia  Tahun   1959     Nomor  72,

Tamb ah an       Lembaran       N e gara       Re p u b lik
Indonesia Nomor 1820);

2.    Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2014  tentang
Desa   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia

Tahun  2014  Nomor  7,  Tambahan  Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Nomor    5495),

sebagaimana   telah   diubah   dengan   Undang-
Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta

Kerja   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia

Tahun  2020  Nomor 245,  Tambahari  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,

Tambahan       Lembaran       N e gara       Rep u b lik
Indonesia   Nomor   5587),    sebagaimana   telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta

Kelja   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia

Tahun  2020  Nomor  245,  Tambahan  I+embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

4.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014

tentang   Dana   Desa   Yang   Bersumber   dari
Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja   Negara

(I,embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2014 Nomor  168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) ,  sebagaimana

telah  beberapa  kali  diubah,   terakhir  dengan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun   2016

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2016  Nomor  57,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

5.    Peraturan   Presiden   Nomor   113   Tahun   2020

tentang   Rincian   Anggaran   Pendapatan   dan



Belanja     Negara     Tahun     Anggaran      2021

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2020 Nomor 266);

6.    Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   20
Tahun   2018   tentang   Pengelolaan   Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);

7.    Peraturan        Menteri        Keuangan        Nomor

222/PMK.07/2020  tentang  Pengelolaan   Dana

Desa (Berita Negara Republik  Indonesia Tahun
2020 Nomor  1641);

8.    Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;

9.    Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;

10. Peraturan  Bupati  Sanggau   Nomor  81   Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan              :     PERATURAN  BUPATI  TENTANG TATA  CARA PEMBAGIAN

DAN  PENETAPAN  RINCIAN  DANA DESA SETIAP DESA DI

KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2021.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.    Kabupaten adalah Kabupaten sanggau.
2.    Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah

daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan Kabupaten Sanggau.

3.    Bupati adalah Bupati sanggau.
4.   Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nana lain

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.



5.    Desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  mama  lain,
selanjutnya   disebut   Desa,   adalah   kesatuan   masyarakat   hukum   yang
memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus
urusan   pemerintahan,   kepentingan   masyarakat   setempat   berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan   dihormati   dalam   sistem   pemerintahan   Negara   Kesatuan   Republik
Indonesia.

6.   Jumlah  Desa  adalah  jumlah  desa  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  Dalam
Negeri.

7.   Dana  Desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan
belanja  negara  yang  diperuntukkan   bagi  desa  yang  ditransfer  melalui
anggaran pendapatan dan belan].a daerah kabupaten/kota dan  digunakan
untuk       membiayai       penyelenggaraan       pemerintahan ,       pelaksanaan

pembangunan,      pembinaan      kemasyarakatan,      dan      pemberdayaan
masyarakat.

8.    Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu
dari  anggaran  dana  desa  yang  dibagi  secara  merata  kepada  setiap  desa
berdasarkan klaster jumlah penduduk.

9.   Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada desa tertinggal dan
desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

10.   Alokasi  Kinelja  adalah  alokasi yang  diberikan  kepada  desa yang  memiliki

hasil penilaian kinelja terbaik.
11.   Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah

penduduk  desa,  angka  kemiskinan  desa,  1uas  wilayah  desa,  dan  tingkat
kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

12.   Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah
angka   yang    mencerminkan    tingkat    kesulitan    geografis    suatu    desa
berdasarkan variable  ketersediaan  pelayanan  dasar,  kondisi  infrastruktur,
transportasi, dan komunikasi.

13.   Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN
adalah    instansi    vertikal    Direktorat    Jenderal    Perbendaharaan    yang
memperoleh  kuasa  dari  bendahara  umum  negara  untuk  melaksanakan
sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara.

14.   Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

15.   Rekening  Kas  Umum  Negara,  yang  selanjutnya  disingkat  RKUN  adalah

rekening tempat  penyimpanan  uang negara yang  ditentukan  oleh  Menteri
Keuangan  selaku  bendahara  umum  negara  untuk  menampung  seluruh



penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank
sentral.

16.   Rekening  Kas  Umum  Daerah,  yang  selanjutnya  disingkat  RKUD  adalah
rekening  tempat  penyimpanan  uang  daerah  yang  ditentukan  oleh  bupati
untuk  menampung  seluruh  penerimaan  daerah  dan  membayar  seluruh

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17.   Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat

penyimpanan    uang    pemerintahan    desa    yang    menampung    seluruh
penerimaan  desa  dan  untuk  membayar  seluruh  pengeluaran  desa  pada
bank yang ditetapkan.

18.   Surat   Permintaan   Pembayaran  yang   selanjutnya   disingkat   SPP   adalah
dokumen  yang  diterbitkan  oleh  pejabat  pembuat  komitmen,  yang  berisi

permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
19.   Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen

yang  diterbitkan  oleh  pejabat  penguji  surat  perintah  membayar  untuk
mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran.

20.   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat

perintah  yang  diterbitkan  oleh  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara
selaku  kuasa  bendahara  umum  negara  untuk  pelaksanaan  pengeluaran
atas  beban  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  berdasarkan  surat

perintah membayar.
21.   Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah

pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa
yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat
adanya pendemi Corona VI.nrs Zxsease 20j 9 (Covtlz| 19) .

BAB 11

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2
Rincian    Dana   Desa   setiap   Desa   di   Kabupaten   Tahun   Anggaran   2021
dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a.     Alokasi Dasar setiap Desa;
b.      Alokasi Afirmasi setiap Desa;

c.      Alokasi Kinelja setiap Desa; dan

d.     Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 3
Alokasi  Dasar  setiap  Desa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  huruf  a,



dihitung    berdasarkan    alokasi    dasar    Kabupaten    dibagi    Jumlah    Desa
sebagaimana telah ditetapkan dalam   lampiran Peraturan Presiden Nomor  113
Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2021.

Pasal 4

( 1)    Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki

jumlah penduduk miskin tinggi.
(2)    Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

dihitung   berdasarkan   ketentuan   dalam   Peraturan   Menteri   Keuangan
mengenai tata cara pengalokasian dana desa.

Pasal 5
Alokasi  Kinerja  setiap  Desa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  huruf  c,
dibagi kepada Desa dengan kinelja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa,

pengelolaan  Dana  Desa,  capaian  keluaran     Dana  Desa,  dan  capaian  hasil
pembangunan Desa.

Pasal 6
Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
a.     pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20°/o;
b.     pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20°/o;

c.      capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25%; dan
d.     capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35°/o.

Pasal 7

(1)    Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
dinilai   dari   perubahan   rasio   pendapatan   asli   Desa   terhadap   total

pendapatan  APBDes  dengan  bobot  50°/o  (lima  puluh  persen)  dan  rasio
belanja  bidang  pembangunan  dan  pemberdayaan  terhadap  total  belanja
bidang APBDes dengan bobot 50°/o (lima puluh persen).

(2)    Pengelolaan  Dana  Desa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  huruf  b
dinilai     dari     persentase     kesesuaian     bidang     pembangunan     dan

pemberdayaan  sebagai  prioritas  Dana  Desa  terhadap  total  Dana  Desa
dengan  bobot  55°/o  (lima  puluh  lima  persen)  dan  persentase  pengadaan
barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45°/o (empat puluh



lima persen) .

(3)    Capaian keluaran  Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
c  dinilai  dari  persentase  realisasi  penyerapan  Dana  Desa  dengan  bobot
50°/o  (lima  puluh  persen)  dan  persentase  capaian  keluaran  Dana  Desa
dengan bobot 50°/o (lima puluh persen).

(4)    Capaian  hasil pembangunan  Desa sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 6
huruf d dinilai dari perubahan skor indeks desa membangun dengan bobot
30% (tiga puluh persen), perubahan status Desa indeks desa membangun
dengan   bobot   30°/o   (tiga   puluh   persen),    status   desa   indeks   desa
membangun terakhir dengan bobot  loo/o (sepuluh persen),  dan perbaikan

jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30°/o (tiga puluh persen).

Pasal 8
Alokasi  Formula  setiap  Desa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  huruf d,
dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, 1uas wilayah,
dan  IKG  Desa  yang  bersumber  dari  kementerian  yang  berwenang  dan/atau
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9
Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
AF Desa = {(0,10 * Z1)  +  (0,40 * Z2)  +  (0,20 * Z3) +  (0,30 * Z4)} * AF Kab

Keterangan:
AF Desa

Z1

Z2

Z3

Z4

AF Kab

Alokasi Formula Desa

rasio   jumlah   penduduk   setiap   Desa   terhadap   total

penduduk Desa Kabupaten
rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total

penduduk miskin Desa Kabupaten
rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah
Desa Kabupaten
rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten
Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 10
Penetapan   rincian   Dana   Desa   untuk   setiap   Desa  Tahun   Anggaran   2021
sebagalmana   tercantum   dalam   Lampiran      yang   merupakan   bagian   tidak



terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB Ill

PETWALURAN DANA DESA

Pasal  1 1

(1)     Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

(2)     Penyaluran  Dana  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan
melalui  pemotongan  Dana  Desa  dan  penyaluran  dana  hasil  pemotongan
Dana Desa ke RKD.

(3)     Pemotongan  Dana  Desa  dan  penyaluran  dana  hasil  pemotongan  Dana
Desa   ke   RKD   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   dilaksanakan
berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

(4)     Penyaluran  Dana  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan
dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
a.   tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap

Desa, dengan rincian:
1.   40°/o  (empat  puluh   persen)   dari   pagu   Dana   Desa   setiap   Desa

dikurangi  kebutuhan  Dana  Desa  untuk  BLT  Desa  bulan  kesatu
sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan

2.   kebutuhan   Dana  Desa  untuk  BLT  Desa  bulan   kesatu   sampai
dengan  bulan  kelima  paling  cepat  bulan  Januari  untuk  bulan
kesatu  dan  paling  cepat  masing-masing  bulan  berkenaan  untuk
bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

b.   tahap 11 sebesar 40°/o (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap
Desa, dengan rincian:
1.   40°/o  (empat  puluh   persen)   dari   pagu   Dana   Desa   setiap   Desa

dikurangi  kebutuhan  Dana  Desa  untuk  BLT  Desa  bulan  keenam
sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

2.   kebutuhan  Dana  Desa  untuk  BLT  Desa  bulan  keenam  sampai
dengan  bulan  kesepuluh  paling  cepat  bulan  Juni  untuk  bulan
keenam  dan  paling  cepat  masing-masing  bulan  berkenaan  untuk
bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

c.   tahap Ill sebesar 20% (dua puluh persen)  dari pagu  Dana Desa setiap
Desa, dengan rincian:
1.   20°/o (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi

kebutuhan  Dana  Desa  untuk  BLT  Desa  bulan  kesebelas  sampai
dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan



2.   kebutuhan  Dana  Desa  untuk  BLT  Desa  bulan  kesebelas  sampai
dengan  bulan  kedua  belas  paling  cepat  bulan  November  untuk
bulan  kesebelas  dan  paling  cepat  akhir  bulan  November  bulan
kedua belas.

(5)     Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  untuk Desa
berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
a.   tahap I sebesar 60°/o (enam puluh persen)  dari pagu Dana Desa setiap

Desa, dengan rincian:
1.   60°/o   (enam   puluh   persen)   dari   pagu   Dana   Desa   setiap   Desa

dikurangi  kebutuhan  Dana  Desa  untuk  BLT  Desa  bulan  kesatu
sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan |Januari; dan

2.   kebutuhan   Dana  Desa  untuk  BLT  Desa  bulan   kesatu   sampai
dengan  bulan  ketujuh  paling  cepat  bulan  Januari  untuk  bulan
kesatu  dan  paling  cepat  masing-masing  bulan  berkenaan  untuk
bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan

b.   tahap 11 sebesar 40°/o (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap
Desa, dengan rincian:
1.   40°/o  (empat  puluh   person)   dari   pagu   Dana   Desa   setiap   Desa

dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan
sampai bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan

2.   kebutuhan  Dana  Desa  untuk  BLT  Desa  bulan  kedelapan  sampai
dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan
kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk
bulan  kesembilan  sampai  dengan  bulan  kesebelas,   serta  paling
cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

(6)    Desa  Mandiri  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  merupakan  status
Desa  hasil  penilaian  yang  dilakukan  setiap  tahun  dan  ditetapkan  oleh
Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi
dalarn indeks Desa.

Pasal 12

(1)     Penyaluran  Dana  Desa  sebagalmana  dimaksud  dalam  Pasal  11  ayat  (4)
dilaksanakan   setelah   kepala   KPPN   selaku   kuasa  pengguna  anggaran

penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa menerima dokumen
persyaratan penyaluran darn Bupati, dengan ketentuan:
a.   tahap I   sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal  1 1  ayat (4) huruf

a angka 1 berupa:
1.   peraturan  Bupati  mengenai  tata  cara  pembagian  dan  penetapan



rincian Dana Desa setiap Desa;

2.   peraturan Desa mengenai APBDes; dan

3.   surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
b.   tahap 11 sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal  11  ayat (4) huruf

b angka 1 berupa:
1.   Iaporan  realisasi  penyerapan  dan  capaian  keluaran  Dana  Desa

tahun anggaran sebelumnya;
2.   Iaporan  realisasi  penyerapan  dan  capaian  keluaran  Dana  Desa

tahap  I  menunjukan  rata-rata  realisasi  penyerapan  paling  sedikit
sebesar  50%  (lima  puluh  persen)  dan  rata-rata  capaian  keluaran
menunjukan  paling  sedikit  sebesar  35°/o  (tiga  puluh  lima  persen)
dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3.   peraturan  kepala  Desa  mengenai  penetapan   keluarga  penerima
manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan
tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

4.   berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa
di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal
dari:

a)   sisa  Dana  Desa  tahun  anggaran  2015  sampai  dengan  tahun
anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan

b)   sisa Dana Desa di RKUD tahun anggaran 2015 sampai dengan
tahun anggaran 2019; dan

c.   tahap Ill sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal  11 ayat (4) huruf
c angka 1 berupa:
1.   1aporan  realisasi  penyerapan  dan  capaian  keluaran  Dana  Desa

sampai dengan tahap 11 menunjukan rata-rata realisasi penyerapan

paling  sedikit  sebesar  90°/o (sembilan  puluh  persen)  dan  rata-rata
capaian  keluaran  menunjukan  paling  sedikit  sebesar  75°/o  (tujuh

puluh lima persen) dari Dana Desa tahap 11 yang telah disalurkan;
dan

2.   Iaporan   konvergensi   pencegahan   sfuntirig   tingkat   Desa   tahun
anggaran sebelumnya.

(2)     Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan
setelah  kepala  KPPN  selaku  kuasa pengguna  anggaran  penyaluran  dana
alokasi  khusus  fisik  dan  Dana  Desa  menerima  dokumen  persyaratan

penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
a.   tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a

angka 1 berupa:



1.   peraturan  Bupati  mengenai  tata  cara  pembagian  dan  penetapan
rincian Dana Desa setiap Desa;

2.   peraturan Desa mengenai APBDes; dan
3.   surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan

b.   tahap 11 sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal  11  ayat (5) huruf

b angka 1 berupa:
1.   Iaporan  realisasi  penyerapan  dan  capaian  keluaran   Dana  Desa

tahun anggaran sebelumnya;
2.   1aporan  realisasi  penyerapan  dan  capaian  keluaran  Dana  Desa

tahap  I  menunjukan  rata-rata  realisasi  penyerapan  paling  sedikit
sebesar  50°/o  (lima  puluh  persen)  dan  rata-rata  capalan  keluaran
menunjukan  paling  sedikit  sebesar  35°/o  (tiga  puluh  lima  persen)
dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3.   1aporan   konvergensi   pencegahan   stunting   tingkat   Desa   tahun
anggaran sebelumnya;

4.   peraturan  kepala  Desa  mengenai  penetapan  keluarga  penerima
manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan
tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

5.   berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa
di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal
dari:

a)   sisa  Dana  Desa  tahun  anggaran  2015  sampai  dengan  tahun
anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan

b)   sisa Dana Desa di RKUD tahun anggaran 2015  sampai dengan

tahun anggaran 2019.

(3)     Dalam  hal  Desa  tidak  melaksanakan  BLT  Desa  tahun  anggaran  2020
selama  9  (sembilan)   bulan,   selain  persyaratan  sebagalmana  dimaksud

pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap 11
tahun  anggaran  2021  juga  ditambahkan  dokumen  persyaratan  berupa

peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima
manfaat BIJT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup
anggaran per bulannya.

(4)     Dalam hal Bupati melakukan perubahan peraturari Bupati mengenai tata
cara  pembagian  dan  penetapan  rincian  Dana  Desa  setiap  Desa,  selain

persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf c  dan  ayat  (2)
huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Bupati
mengenai  perubahan  tata  cara  pembagian  dan  penetapan  rincian  Dana
Desa setiap Desa.



(5)    Bupati     bertanggung     jawab      untuk     menerbitkan      surat      kuasa
pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a
angka  3  dan  ayat  (2)  huruf a  angka  3  untuk  seluruh  Desa,  dan  wajib
disampaikan  pada  saat  penyampaian  dokumen  persyaratan  penyaluran
tahap I pertama kali.

(6)     Capaian keluaran  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  huruf b angka  2
dan huruf c angka  1  serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan
rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

(7)     Penyusunan    laporan    realisasi    penyerapan    dan    capaian    keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1
serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesual dengan tabel referensi data
bidang, kegiatan, uralan keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan
capalan keluaran.

(8)     Dalam  hal  tabel  referensi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (7)  belum
memenuhi   kebutuhan   input   data,   Bupati   menyampaikan   permintaan

perubahan  tabel  referensi  kepada  kepala  KPPN  selaku  kuasa  pengguna
anggaran  penyaluran  dana  alokasi  khusus  fisik  dan  Dana  Desa  untuk
dilakukan pemutakhiran.

(9)    Perubahan tabel referensi  sebagaimana dimaksud  pada ayat (8)  mengacu
pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

(10)  Dokumen  persyaratan  penyaluran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dan  ayat  (2)  disampaikan  dengan  surat  pengantar  yang  ditandatangani
oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

( 11)  Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital /so/}cop#/
atau dokumen fisik /hardcopg/.

(12)  Dokumen  digital  /soficopg/  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (11)  diolah
dan dihasilkan melalui aplikasi  OrLZ{7ie Monitoring Sistem Perbendaharaan

dan Anggaran Negara (OM SPAN) .

Pasal 13

(1)     Dana  Desa  tahap  I  untuk  kebutuhan  BIJT  Desa  bulan  kesatu  sampai
dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (4) huruf
a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
a.   memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  12 ayat ( 1)

huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat
setiap   bulan   yang   berlaku   selama   12   (dua   belas)   bulan   untuk

penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan



b.   Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima
untuk  masing-masing  bulan  disalurkan   setelah  Bupati  melakukan

perekaman    realisasi   jumlah    keluarga    penerima    manfaat    bulan
sebelumnya.

(2)     Penyaluran  Dana Desa tahap  11  untuk BLT  Desa  sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal  11  ayat  (4)  huruf b  angka  2  untuk  bulan  keenam  sampai
dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan  setelah  Bupati
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya.

(3)     Penyaluran Dana Desa tahap Ill untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal  11  ayat  (4)  huruf c  angka 2  untuk  bulan  kesebelas  sampal
dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya.

(4)     Perekaman  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  sampai dengan  ayat  (3)
dilakukan melalui aplikasi  OrLzi`rie Monitoring Sistem  Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (OM SPAN).

(5)     Perekaman   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (4)   untuk   perekaman
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan

paling lambat tanggal 31 Desember.

(6)     Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga

penerima manfaat BLT  Desa bulan  kesatu  tahun  sebelumnya atau  hasil
pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

(7)     Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa
disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (4)
tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

(8)     Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1)  huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan
kepala    Desa    dimaksud    melalui    aplikasi    Orizzne    Monitoring    Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31
Desember.

(9)     Dalam  hal  penyaluran  Dana  Desa  untuk  BLT  Desa  bulan  kesatu  tidak
dilaksanakan  mulai  bulan  Januari,  penyaluran  Dana  Desa  untuk  BLT
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  sampai dengan ayat (3)  untuk
bulan   kesatu   sampai   dengan   bulan   yang   belum   disalurkan   dapat
dilakukan   setelah   melakukan   perekaman   realisasi   jumlah   keluarga



penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.

(10)  Dalam  hal jumlah  keluarga  penerima  manfaat  yang  telah  direalisasikan
lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang
telah  direkam  pada  bulan  kesatu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf a,  Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan
kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

(11)  Bupati   bertanggung  jawab   atas   kebenaran   perekaman   data   realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 14

(1)    Dana  Desa tahap  I  untuk Desa berstatus  Desa  Mandiri,  kebutuhan  BLT
Desa bulan kesatu  salnpai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
a.   memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  12 ayat (2)

huruf a dan melakukan perekarnan jumlah keluarga penerima manfaat
setiap   bulan   yang   berlaku   selama   12   (dua   belas)   bulan   untuk

penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
b.   Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh

untuk  masing-masing  bulan  disalurkan  setelah  Bupati  melakukan

perekaman    realisasi   jumlah    keluarga    penerima    manfaat    bulan
sebelumnya.

(2)    Penyaluran  Dana Desa tahap  11  untuk BLT Desa  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal  11  ayat (5)  huruf b  angka 2  untuk bulan kedelapan  sampai
dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati
melakukan perekalnan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya.

(3)    Perekaman  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dilakukan
melalui aplikasi  Onzt.ne Monitoring Sistem  Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (OM SPAN).

(4)    Perekaman   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3)   untuk   perekaman
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Desa
berstatus Desa Mandiri dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.

(5)    Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga

penerima manfaat BLT  Desa bulan  kesatu  tahun  sebelumnya atau  hasil
pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

(6)    Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa



disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5)
tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BIJT Desa.

(7)    Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagalmana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (2)  huruf b angka 4,  Bupati menyampaikan perubahan peraturan
kepala    Desa    dimaksud    melalui    aplikasi    Onzjne    Monitoring    Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31

Desember.

(8)    Dalam  hal  penyaluran  Dana  Desa  untuk  BLT  Desa  bulan  kesatu  tidak
dilaksanakan  mulai  bulan  Januari,  penyaluran  Dana  Desa  untuk  BLT
Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   dan  ayat  (2)  untuk  bulan
kesatu  sampai  dengan  bulan  yang  belum  dibayarkan  dapat  dilakukan
setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
BLT Desa bulan sebelumnya.

(9)    Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa yang berstatus
Desa  Mandiri  yang  telah  direalisasikan  lebih  besar  atau  lebih  kecil  dari

jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu,
Dana  Desa  untuk  BLT  Desa  bulan  kedua  sampal  dengan  bulan  kedua
belas   tetap   disalurkan   sebesar   kebutuhan   BLT   Desa   setiap   bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a.

(10)  Bupati   bertanggung  jawab   atas   kebenaran   perekaman   data   realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).

Pasal 15

(1)    Dalam     rangka     penyampaian      dokumen      persyaratan      penyaluran
sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal     12    ayat    (1),     kepala    Desa
menyampaikan  dokumen  persyaratan  penyaluran  kepada  Bupati  secara
lengkap dan benar, dengan ketentuan:
a.   tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
b.   tahap Il berupa:

1.   Iaporan  realisasi  penyerapan  dan   capalan  keluaran  Dana  Desa
tahun anggaran sebelumnya;

2.   1aporan  realisasi  penyerapan  dan  capaian  keluaran  Dana  Desa
tahap  I  menunjukan  rata-rata  realisasi  penyerapan  paling  sedikit
sebesar  50%  (lima  puluh  persen)  dan  rata-rata  capaian  keluaran
menunjukan  paling  sedikit  sebesar  35°/o  (tiga  puluh  lima  persen)
dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;



3.   peraturan  kepala  Desa  mengenai  penetapan  keluarga  penerima
manfaat BIJT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan
tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

4.   berita acara konfimiasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa
tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD
antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan

c.    tahap Ill berupa:
1.   Iaporan  realisasi  penyerapan  dan  capaian  keluaran  Dana  Desa

sampai dengan tahap 11 menunjukan rata-rata realisasi penyerapan

paling  sedikit  sebesar 90°/o (sembilan  puluh  persen)  dan  rata-rata
capaian  keluaran  menunjukan  paling  sedikit  sebesar  75%  (tujuh

puluh lima persen) dari Dana Desa tahap 11 yang telah disalurkan;
dan

2.   Iaporan   konvergensi   pencegahan   strriti.ng   tingkat   Desa   tahun
anggaran sebelumnya.

(2)    Dalam     rangka     penyampaian     dokumen      persyaratan     penyaluran
sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal     12    ayat    (2),    kepala    Desa
menyampaikan  dokumen  persyaratan  penyaluran  kepada  Bupati  secara
lengkap dan benar, dengan ketentuan:
a.   tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
b.   tahap Il berupa:

1.   Iaporan  realisasi  penyerapan  dan  capaian  keluaran  Dana  Desa
tahun anggaran sebelumnya;

2.   Iaporan  realisasi  penyerapan  dan  capaian  keluaran  Dana  Desa
tahap  I  menunjukan  rata-rata  realisasi  penyerapan  paling  sedikit
sebesar  50%  (lima  puluh  persen)  dan  rata-rata  capaian  keluaran
menunjukan  paling  sedikit  sebesar  35°/o  (tiga  puluh  lima  persen)
dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3.   1aporan   konvergensi   pencegahan   sfurtti.rig   tingkat   Desa   tahun
anggaran sebelumnya;

4.   peraturan   kepala  Desa  mengenai  penetapan  keluarga  penerima
manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenal penetapan
tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT desa; dan

5.   berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa
tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD
antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

(3)    Dalam  hal  Desa  tidak  melaksanakan  BLT  Desa  tahun  anggaran  2020
selama  9  (sembilan)  bulan,  selain  persyaratan  penyaluran  sebagaimana



dimaksud  pada ayat  (1)  huruf b  dan  ayat  (2)  huruf b,  penyaluran  Dana
Desa  tahap  11  tahun  anggaran  2021  ditambahkan  dokumen  persyaratan
berupa  peraturan  kepala  Desa  mengenai  tidak  terdapat  calon  keluarga

penerima  manfaat  BLT  Desa  yang  memenuhi  kriteria  dan/atau  tidak
tersedia cukup anggaran per bulannya.

(4)    Capalan  keluaran  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  huruf b angka  2
dan huruf c angka  1  serta ayat (2)  huruf b angka 2 dihitung berdasarkan
rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

(5)    Penyusunan    laporan    realisasi    penyerapan    dan    capaian    keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka
1,  serta ayat (2) huruf b angka 2  dilakukan sesuai dengan tabel referensi

data bidang,  kegiatan,  sifat kegiatan,  uraian  keluaran,  volume  keluaran,
cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(6)    Dalam  hal  tabel  referensi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  belum
memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan

perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
(7)    Perubahan tabel referensi  sebagaimana dimaksud  pada ayat (6)  mengacu

pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 16

(1)    Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa
bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1), kepala Desa memenuhi ketentuan:

a.   persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  huruf a
dan  menyampalkan  data  jumlah  keluarga  penerima  manfaat  setiap
bulan  yang  berlaku  selama  12  (dua  belas)  bulan  untuk  penyaluran
Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan

b.   Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima
masing-masing bulan  disalurkan  setelah  kepala  Desa  menyampaikan
data  realisasi jumlah  keluarga  penerima  manfaat  bulan  sebelumnya
kepada Bupati.

(2)    Penyaluran  Dana  Desa  tahap  11  untuk  BLT  Desa  bulan  keenam  sampai
dengan bulan kesepuluh  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  13  ayat (2)
masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data
realisasi jumlah  keluarga  penerima  manfaat  bulan  sebelumnya  kepada
Bupati.

(3)    Penyaluran Dana Desa tahap Ill untuk BIJT Desa bulan kesebelas sampal
dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal  13 ayat (3)



masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampalkan data
realisasi  jumlah  keluarga  penerima  manfaat  bulan  sebelumnya  kepada
Bupati.

(4)    Kepala  Desa   menyampaikan   data  realisasi  jumlah   keluarga   penerima
manfaat  bulan  kedua  belas  kepada  Bupati  paling  lambat  minggu  ketiga
bulan Desember.

(5)    Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga

penerima manfaat BLT  Desa  bulan  kesatu  tahun  sebelumnya atau  hasil
pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

(6)    Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BIJT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15  ayat  (1)  huruf  b  angka  3,  kepala  Desa  menyampaikan  perubahan

peraturan  kepala  Desa  dimaksud  kepada  Bupati  paling  lambat  minggu
ketiga bulan Desember.

(7)    Kepala  Desa  bertanggung  jawab  atas  kebenaran  data  realisasi  jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
sampai dengan ayat (4).

Pasal 17

(1)    Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa
Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh
sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  14  ayat  (1),  kepala  Desa  memenuhi
ketentuan:
a.   persyaratan  sebagalmana  dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  huruf a

dan  menyampaikan  data  jumlah  keluarga  penerima  manfaat  setiap
bulan  yang  berlaku  selama  12  (dua  belas)  bulan  untuk  penyaluran
Dana Desa untuk BIJT Desa bulan kesatu; dan

b.   Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh
masing-masing  bulan  disalurkan  setelah  kepala  Desa  menyampaikan
data  realisasi jumlah  keluarga  penerima  manfaat  bulan  sebelumnya
kepada Bupati.

(2)    Penyaluran Dana Desa tahap 11 untuk BLT Desa bulan kedelapan sanpai
dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal  14 ayat (2)
untuk     masing-masing     bulan     disalurkan      setelah     kepala     Desa
menyampaikan  data  realisasi jumlah  keluarga  penerima  manfaat  bulan
sebelumnya kepada Bupati.

(3)    Kepala  Desa  menyampaikan   data  realisasi  jumlah   keluarga  penerima



manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri
kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(4)    Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga

penerima manfaat BLT Desa bulan  kesatu  tahun  sebelumnya atau  hasil
pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

(5)    Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15  ayat  (2)  huruf  b  angka  4,  kepala  Desa  menyampaikan  perubahan

peraturan  kepala  Desa  dimaksud  kepada  Bupati  paling  lambat  minggu
ketiga bulan Desember.

(6)    Kepala  Desa  bertanggung  jawab  atas  kebenaran  data  realisasi  jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2).

Pasal 18

(1)    Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran
Dana  Desa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12  ayat  (1)  dan  ayat  (2)

dan   tidak  melakukan   perekaman   realisasi  jumlah   keluarga  penerima
manfaat BLT  Desa  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  13  dan  Pasal  14
sampai dengan berakhimya tahun anggaran,  Dana Desa tidak disalurkan
dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

(2)    Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19

(1)    Pemotongan  Dana  Desa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11  ayat  (2)
dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.

(2)    Pemotongan   Dana  Desa  sebagaimana  dimaksud   pada  ayat  (1)   dicatat
dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.

Pasal 20

(1)    Penyaluran  dana  hasil  pemotongan  Dana  Desa  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal  11  ayat (2)  dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil

pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
(2)    Pejabat    pembuat    komitmen    melaksanakan    penyaluran    dana    hasil

pemotongan  Dana  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   melalui



penerbitan SPP.
(3)    Berdasarkan    SPP    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (2),    pejabat

penandatanganan  SPM  menerbitkan  SPM  untuk  penyaluran  dana  hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD.

(4)    Berdasarkan     SPM    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (3),     KPPN
menerbitkan  SP2D  untuk penyaluran  dana hasil pemotongan  Dana Desa
ke RKD.

(5)    Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dilaksanakan  pada  tanggal yang  sama  dengan  penerbitan  SPP  dan  SPM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

(6)    Berdasarkan   penyaluran   dana  hasil   pemotongan   Dana  Desa  ke   RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar
konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.

(7)    Kepala  KPPN  menyampaikan  daftar  rincian  SP2D  penyaluran  dan  SP2D
hasil  pemotongan  Dana  Desa  kepada  Bupati  ke  RKD  melalui  aplikasi
Onz{.ne   Monitoring   Sistem   Perbendaharaan   dan   Anggaran   Negara   (OM

SPAN).

(8)    Tata  cara  penerbitan  SPP,  SPM,  dan  SP2D  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (2),  ayat  (3),  dan  ayat  (4)  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2 1

(1)    Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan
pengembangan sektor prioritas di Desa.

(2)    Pemulihan  ekonomi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  berupa jaring
pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan
menengah,   sektor  usaha  pertanian,   dan  pengembangan  potensi  Desa
melalui badan usaha milik Desa.

(3)    Pengembangan   sektor   prioritas   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
berupa   pengembangan   Desa   digital,   Desa   wisata,   usaha   budi   daya

pertanian,  peternakan,  perikanan,  ketahanan  pangan  dan  hewani,  dan
perbaikan fasilitas kesehatan.

(4)    Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT
Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

(5)    Prioritas  penggunaan  Dana  Desa  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (1)
termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi  Cororicz



Virus Disease 2019 {COVID-19} .

(6)    Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berpedoman

pada   Peraturan   Menteri   Desa,   Pembangunan   Daerah   Tertinggal   dan
Transmigrasi melalui prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 22

(1)    Pemerintah   Desa  wajib   menganggarkan   dan   melaksanakan   BLT   Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

(2)    BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga

penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.   keluarga    miskin    atau    tidak   mampu   yang    berdomisili    di    Desa

bersangkutan; dan
b.   tidak  termasuk  penerima  bantuan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),

Kartu  Sembako,  Kartu  Pra Kelja,  Bantuan Sosial Tunai,  dan  program
bantuan sosial pemerintah lainnya.

(3)    Dalam hal keluarga penerima manfaat BIJT Desa sebagaimana dimaksud
pada  ayat   (2)   merupakan   petani,   BLT   Desa   dapat  digunakan   untuk
kebutuhan pembelian pupuk.

(4)    Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan  kelompok  pekeljaan  ditetapkan  dengan  peraturan  kepala
Desa.

(5)    Pendataan  keluarga penerima  manfaat BLT  Desa  sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (2)   mempertimbangkan   Data  Terpadu   Kesejahteraan   Sosial
(DTKS) dari Kementerian Sosial.

(6)    Besaran   BLT   Desa   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   ditetapkan
sebesar   Rp300.000,00   (tiga   ratus   ribu   rupiah)   untuk  bulan   pertama
sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

(7)    Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan
selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

(8)    Dalam  hal  pembayaran  BLT  Desa  bulan  kedua  sampai  dengan  bulan
kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal  16 ayat (1) huruf a dan Pasal  17 ayat (1) huruf a, pembayaran
atas selisih kekurangan  BLT Desa bulan  berikutnya menggunakan  Dana
Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.

(9)    Dalam  hal  pembayaran  BLT  Desa  bulan  kedua  sampai  dengan  bulan
kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BIJT Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal  16 ayat (1) huruf a dan Pasal  17 ayat (1) huruf a, selisih lebih

Dana  Desa  untuk  BLT  Desa  diarahkan  penggunaannya  untuk  kegiatan



pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
(10)  Dalam    hal    tidak    terdapat    keluarga    penerima    manfaat    BLT    Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan
kepala  Desa  mengenai  tidak  terdapat  keluarga  penerima  manfaat  BLT
Desa.

(11)  Ketentuan   mengenai   kriteria,   mekanisme   pendataan,   penetapan   data
keluarga  penerima  manfaat  BLT  Desa  dan  pelaksanaan  pemberian  BLT
Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  sesuai  dengan
Peraturan     Menteri     Desa,     Pembangunan     Daerah     Tertinggal     dan
Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 23

(1)    Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis
yang ditetapkan oleh Bupati.

(2)    Pelaksanaan  kegiatan  yang  dibiayal  dari  Dana  Desa  diutamakan  secara
swakelola  dengan  menggunakan  sumber  daya/bahan  baku  lokal,  dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kelja dari masyarakat
Desa setempat.

Pasal 24

(1)    Dana   Desa   dapat   digunakan   untuk   membiayai   kegiatan   yang   tidak
termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2)    Dalam  memberikan  persetujuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
Bupati   memastikan   pengalokasian   Dana   Desa   untuk   kegiatan   yang
men].adi  prioritas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21  ayat  (1)  telah
teapenuhi.

(3)    Persetujuan  Bupati  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  diberikan  pada
saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 25

(1)    Kepala  Desa  bertanggung jawab  atas  penggunaan  Dana  Desa  termasuk
pelaksanaan BLT Desa.

(2)    Pemerintah  Daerah  dapat  melakukan  pendampingan  atas  penggunaan
Dana Desa.

(3)    Pendampingan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dibebankan  pada
anggaran pendapatan dan belanja daerah.



BABV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

(1)    Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
a.   sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
b.   capaian keluaran Dana Desa.

(2)    Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan
kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.

(3)    Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana
Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b  dengan  melakukan

pengecekan  atas  kewajaran  data  dalam  laporan  capaian  keluaran  yang
akan  direkam  dalam  aplikasi  Orizj7te  Monitoring  Sistem  Perbendaharaan
dan Anggaran Negara (OM SPAN).

(4)    Dalam  hal  terdapat  indikasi  penyalahgunaan  Dana  Desa,  Bupati  dapat
meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan

pemeriksaan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 27

(1)    Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
a.   kepala  Desa  melakukan  penyalahgunaan  Dana  Desa  dan  ditetapkan

sebagai tersangka; atau
b.   Desa  mengalami  permasalahan  administrasi  dan/atau  ketidakjelasan

status   hukum,   penyaluran   Dana   Desa   tahun   anggaran   berjalan
dan/atau tahun anggaran berikutnya dapat dihentikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)    Bupati     melakukan     pemantauan      atas     proses     perkara     hukum
penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa.

(3)    Dalam   hal   kepala   Desa   telah   ditetapkan   sebagai   tersangka,   Bupati
menyampaikan  surat  permohonan  penghentian  penyaluran  Dana  Desa
kepada   Kementerian   Keuangan   c.q.   Direktorat   Jenderal   Perimbangan
Keuangan.

(4)    Mekanisme penghentian penyaluran  Dana Desa sesuai dengan ketentuan



perundang-undangan.

Pasal 28

(1)    Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27, tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

(2)    Desa   yang    dihentikan    penyaluran    Dana    Desa    berdasarkan    surat
permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3),
berhak   mendapatkan   penyaluran   Dana   Desa   pada   tahun   anggaran
berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.

(3)    Pengecualian   atas   pengaturan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)
dilakukan  setelah  Menteri  Keuangan  c.q.  Direktur Jenderal  Perimbangan
Keuangan     menerima    surat    permohonan     pencabutan    penghentian

penyaluran  Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun
anggaran belj alan.

(4)    Surat   permohonan   pencabutan   penghentian   penyaluran   Dana   Desa
sebagaimana   dimaksud    pada   ayat   (3)    diterbitkan    setelah    terdapat

pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka
dan/ atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5)    Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan rekomendasi
dari  kementerian/lembaga  terkait  atas  permasalahan  Desa  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)  huruf b,  dilaksanakan  setelah Menteri Keuangan
c.q.     Direktur    Jenderal     Perimbangan     Keuangan     menerima     surat
rekomendasi    pencabutan    penghentian    penyaluran    Dana   Desa   dari
kementerian/lembaga   terkait   paling   lambat   tanggal   30   Juni   tahun
anggaran belj alan.

(6)    Dalam  hal  surat permohonan  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (3)  atau
surat rekomendasi  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (5)  diterima setelah
tanggal  30  Juni  tahun  anggaran  beljalan,  Dana  Desa  disalurkan  untuk
tahun  anggaran  berikutnya  sepanjang  Dana  Desa  untuk  Desa  tersebut
telah dialokasikan.

Pasal 29

(1)    Dalam  hal  Pemerintah  Desa  tidak  melaksanakan  BLT  Desa  selama  9
(sembilan)    bulan    pada    tahun    anggaran    2020,    dikenakan    sanksi
pemotongan Dana Desa sebesar 50°/o  (lima puluh persen)  dari Dana Desa
yang akan disalurkan pada tahap 11 tahun anggaran 2021.



(2)    Penyaluran  Dana  Desa  tahap  11  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.

(3)    Pengenaan  sanksi  kepada Pemerintah  Desa  sebagaimana dimaksud  pada
ayat  (1)   dikecualikan  dalam  hal  berdasarkan  hasil  musyawarah  Desa
khusus/musyawarah  insidentil  tidak  terdapat  calon  keluarga  penerima
manfaat BIJT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup
anggaran setiap bulannya.

(4)    Hasil   musyawarah   Desa   khusus/musyawarah   insidentil   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (3)  ditetapkan  dalam  peraturan  kepala  Desa  yang
diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(5)    Bupati    menandai    Desa   yang    akan    dikenakan    sanksi    pemotongan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  pada penyaluran Dana Desa dalam
aplikasi  Onzine  Monitoring  Sistem  Perbendaharaan  dan Anggaran  Negara

(OM  SPAN).

Pasal 30

(1)    Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama  12 (dua
belas)  bulan  tahun  anggaran  2021,  dikenakan  sanksi  pemotongan  Dana
Desa   sebesar   50%   (lima   puluh   persen)   dari   Dana   Desa  yang   akan
disalurkan pada tahap 11 tahun anggaran 2022.

(2)    Pengenaan  sanksi  kepada Pemerintah  Desa sebagaimana dimaksud  pada
ayat  (1)   dikecualikan  dalam  hal  berdasarkan  hasil  musyawarah  Desa
khusus/musyawarah  insidentil  tidak  terdapat  calon  keluarga  penerima
manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

(3)    Hasil   musyawarah   Desa   khusus/musyawarah   insidentil   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (2)  ditetapkan  dalam  peraturan  kepala  Desa  yang
diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(4)    Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
oleh   Bupati   kepada   kepala   KPPN   selaku   kuasa   pengguna   anggaran

penyaluran  dana  alokasi  khusus  fisik  dan  Dana  Desa  melalui  aplikasi
07tzine  Monitoring   Sistem   Perbendaharaan   dan   Anggaran   Negara   (OM
SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap 11 pada tahun anggaran
2022.



BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3 1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SANGGAU,

ITD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau

pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ITD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 2

Pembina (IV/ a)
NIP.  19770315 200502 2 002



LAMPIRAN  PBRATURAN BUPATI  SANGGAU
NOMOR    :  2TAHUN2021
TENTANG  : TATA CARA PEMBAGIAN  DAN  PBNETAPAN  RINCIAN  DANA DESA SETIAP DESA DI  KABUPATEN  SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2021

Ho. Kecamtan Nan D- Alohal - Alohal F`®rmula Alohai rm-i Alokael Kinerj& Paqu per -
/I/ /2/ /3/ /4/ /5/ /6/ /7/ (8)--(4)+(5)+(6)+(7)

1 KAPUAS PENYELADI 641. 574.000 185.878.000 0 0 827.452.000
2 KAPUAS NANGA BIANG 641.574.000 163.347.000 0 0 804.921. 000
3 KAPUAS RAMBIN 641. 574.000 406.356.000 0 0 1.047.930.000
4 KAPUAS ENTArm 641. 574.000 261.885 . 000 0 0 903.459.000
5 KAPUAS PANA 641. 574.000 218.784.000 0 0 860.358.000
6 RAPUAS MBNGKIANG 641. 574.000 187.184.000 0 0 828.758.000
7 KAIUAS RAMBONG 641.574.000 242 . 556 .000 0 0 884.130.000
8 KAPUAS SUNGAI  MAWANG 641. 574.000 143.970.000 0 0 785.544.000
9 RAPUAS LAPE 641.574.000 207.275.000 0 0 848.849.000
10 KAPUAS PENYELIMAU 641.574.000 217.121.000 0 0 858.695.000
11 KAPUAS SUNGAI ALAI 641.574.000 216.794,000 0 0 858.368.000
12 KAPUAS SEMERANGKAI 641. 574.000 226.540.000 0 0 868.114.000
13 KAPUAS SUNGAI  BATU 641. 574.000 256.850.000 0 0 898.424.000
14 KAPUAS SUNGAI  MUNTIK 721. 575 .000 240.354.000 0 0 961.929 .000
15 KAPUAS LI NTANG KAPUAS 641. 574.000 190.583.000 0 0 832.157.000
16 KAPUAS LI NTANG PELAMAN 641. 574.000 308.314.000 0 288.153.000 I.238.041.000
17 RAPUAS BELANGIN 641. 574.000 138.410.000 0 0 779.984.000
18 KAPUAS PENYELIMAU JAYA 641. 574.000 130.052.000 0 0 771.6 26 . 000
19 KAPUAS TAPANG DULANG 561. 574.000 150.689.000 0 288 .153 .000 1.000.416.000
20 RAPUAS B0TUH  LINTANG 561. 574.000 170.603.000 0 0 732.177 .000
21 MUKOK KBDUKUL 641. 574.000 152 .176 .000 0 0 793.750.000
22 MUKOK SEMUNTAI 641.574,000 183.898.000 0 0 825.472.000
23 MUKOK ENGKODE 641. 574. 000 227.045.000 0 0 868.619.000
24 MUKOK SUNGAI  MAWANG 641. 574. 000 280.367.000 0 288 .153 .000 1.210.094.000
25 MUKOK INGGIS 641. 574. 000 165.614.000 0 0 807.188.000
26 MUKOK LAYAK 0MANG 641. 574. 000 214.748.000 0 0 856.322.000
27 MUKOK SEMANGGIS RAYA 641.574.000 122.667.000 0 0 764.241.000
28 MUKOK TRI  MULYA 641.574.000 141. 719 . 000 0 0 783.293.000
29 MUKOK SERAMBAI JAYA 641. 574.000 237.939.000 0 288.153.000 I.167 .666 . 000
30 NOYAN NOYAN 641. 574.000 389.093.000 0 0 1.030.667.000
31 NOYAN BMPOTO 641.574.000 329.358.000 0 0 970.932.000
32 NOYAN SEMONGAN 641. 574.000 723.699.000 171. 591.000 0 1.536.864.000
33 NOYAN SUNGAI  DANGIN 641.574.000 300.880.000 0 0 942.454.000
34 NOYAN IDAS 641. 574.000 I.310.297.000 171. 591.000 0 2.123.462.000
35 JANGKANG BALAI  SEBUT 641. 574.000 217.048.000 0 0 858.622.000



No, Kecamtan Narm Deso Alohasl Dasar Alokasl Formula Alokasl Aflrnrasi Alokel Kinerja Pagu per Desa

/I/ /2/ /3/ /4J /5/ /6' /7/ (8)-- (4) + (5) + (6)+(7)
36 JANGKANG JANGKANG BBNUA 641. 574.000 949.535.000 171. 591.000 0 1.762.700.000
37 JANGKANG TANGGUNG 641.574.000 495.409.000 0 0 1.136.983.000
38 JANGKANG EMPIYANG 641. 574. 000 788.513.000 171. 591.000 0 1.601.678.000
39 JANGKANG PISANG 641.574.000 739.512.000 171. 591.000 0 1.552.677.000
40 JANGRANG KETORI 641. 574,000 1.081.023.000 17 1 . 59 1 . 000 0 1. 894.188. 000
41 JANGKANG SEMOMBAT 641.574.000 750.847.000 171. 59 I.000 0 1.564.012.000
42 JANGKANG TERATI 641. 574.000 672.767.000 0 0 1. 314. 341.000
43 JANGKANG SAPE 641. 574.000 181.348.000 0 0 822.922.000
44 JANGKANG SELAMPUNG 641. 574.000 195.944.000 0 0 837.518.000
45 JANGKANG SEMIRAU 641. 574.000 715.382.000 171. 591.COO 0 1.528.547.000
46 BONTI BONTI 641. 574.000 196.615.000 0 0 838.189.000
47 B0NTI SAMI 641.574.000 230.634.000 0 0 872.208.000
48 BONTI BAHTA 641.574.000 382.938.000 0 0 1.024.512.000
49 BONTI UPE 641, 574.000 390.loo.000 0 0 1.031.674.000
50 B0NTI TUNGGUL B0YOK 641. 574.000 268.418.000 0 0 909.992.000
51 BONTI EMPODIS 641. 574.000 309.095.000 0 0 950.669.000
52 BONTI RAMPUH 641. 574.000 369.294.000 0 0 1.010.868.000
53 B0NTI BANTAI 721.575.000 701.908.000 0 0 1.423.483.000
54 B0NTI MAIEL 641.574.000 644.159 .000 0 0 1.285.733.000
55 BEDUAI KASRO MEGO 641.574.000 300.674.000 0 0 942.248.000
56 BEDUAI BERENG BERKAWAT 641.574.000 176.031.000 0 0 817.605.000
57 BEDUAI MUARA ILAI 641. 574.000 306.371.000 0 0 947.945.000
58 BBDUAI THANG RAYA 641. 574.000 301. 077 .000 0 0 942.651.000
59 BEDUAI MAWANG MUDA 641. 574.000 516.433.000 0 0 1.158.007 . 000
60 SERAYAM BALAI  KARANGAN 801. 576 .000 256.604.000 0 288 . 153 . 000 1.346.333.000
61 SERAYAM PENGADANG 641. 574.000 325.987.000 0 0 967. 561.000
62 SEKAYAM SOTOK 641. 574.000 297,981.000 0 0 939.555.000
63 SERAYAM KENAMAN 641. 574.000 249.639.000 0 0 891.213 . 000
64 SERAYAM RAUT MUARA 641. 574.000 318.788.000 0 0 960.362.000
65 SERAYAM ENGENAN 641. 574.000 296 .631.000 0 0 938.205.000
66 SEKAYAM BUNGKANG 641. 574.000 339.489.000 0 0 981.063 .000
67 SEKAYAM LUBUK SABUK 641. 574.000 357.723.000 0 0 999.297.000
68 SEKAYAM SANGAI TEKAM 641. 574.000 269.354.000 0 0 910.928.000
69 SEKAYAM MELENGGANG 641. 574.000 726.425.000 0 0 I.367 .999.000
70 K.EMBAYAN TANJUNG BUNGA 641. 574. 000 378.026.000 0 0 1.019.600.000
71 KEMBAYAN SEMAYANG 641.574.000 269.945.000 0 0 911.519.000

72 KEMBAYAN SEBONGKUH 641. 574.000 204.407.000 0 0 845.981.000
73 KEMBAYAN KUALA DUA 641. 574.000 137.466.000 0 0 779.040.000
74 KEMBAYAN TANJUNG MERPATI 721. 575.000 192.741.000 0 0 914.316.000
75 KBMBAYAN SEJUAH 641. 574.000 243.660.000 0 0 885.234.000



No, Hecamtan Na" Deca Alohasl - Alohasl Formula Alolm8l Afirmasl Alohasi Kine]ja Paqu per Deso

/I/ /2/ /3/ /4/ /5/ • /7/ (8)-- (4) +  (5) + (6)+(7)
76 KEMBAYAN MOBUI 641. 574.000 186.982.000 0 0 828.556.000
77 KEMBAYAN TANAP 641. 574.000 247.136.000 0 0 888.710.000
78 KEMBAYAN SEBUDUH 641.574.000 310.328.000 0 0 951.902.000
79 KEMBAYAN KELOMPU 641.574.000 198.845.000 0 0 840.419.000
80 KEMBAYAN TUNGGAL BHARTI 641. 574.000 190.304.000 0 288.153 .000 1.120.031.000
81 PARINDU PUSAT DAMAI 721. 575.000 162 .701. 000 0 0 884.276.000
82 PARINDU MAIU KARYA 641. 574.000 261.924.000 0 0 903.498.000
83 PARINDU SEBARA 641. 574.000 148 . 170 . 000 0 0 789.744.000
84 PARINDU PANDU  RAYA 641. 574.000 218.742.000 0 0 860.316.000
85 PARINDU EMBALA 641.574.000 268.820.000 0 0 910.394.000
86 PARINDU HIBUN 641. 574. 000 159.898.000 0 0 801.472 .000
87 PARINDU MARINGIN JAYA 641. 574.000 178.379.000 0 0 819.953.000
88 PARINDU SUKA MULYA 641.574.000 166.183,000 0 288.153.000 1. 095.910.000
89 PARINDU PALEM JAYA 641. 574.000 215.026.000 0 288.153 .000 I.144.753.000
90 PARINDU RAHAYU 641. 574,000 231.351.000 0 0 872.925.000
91 PARINDU DOSAN 641. 574.000 187.492.000 0 0 829.066.000
92 PARINDU SUKA GERUNDI 641.574.000 174.175.000 0 0 815.749.000
93 PARINDU GUNAM 561. 574 . 000 149.422.000 0 288.153.000 999 .149 . 000
94 PARINDU MARITA 641.574.000 188.901.000 0 0 830.475.000
95 TAYAN  HULU SOSOK 801. 576.000 393 .180 .000 0 0 1.194.756 . 000
96 TAYAN HULU PERUAN DALAM 641. 574.000 181.066 .000 0 0 822.640.000
97 TAYAN HULU MENYABO 641.574.000 310.479.000 0 0 952.053.000
98 TAYAN HULU MANDONG 641. 574.000 195.191.000 0 0 836.765.000
99 TAYAN  HULU JANJANG 641.574.000 217.869.000 0 0 859.443.000
100 TAYAN  HULU RIYAI 641.574.000 183.436.000 0 0 825.010.000
101 TAYAN HULU BERAKAK 641, 574.000 226.398.000 0 0 867.972.000
102 TAYAN HULU ENGKASAN 641. 574. 000 46 3 .133 . 000 0 0 1.104.707.000
103 TAYAN  HULU PANDAN SEMBUAT 641. 574.000 294.Ilo.000 0 0 935.684.000
104 TAYAN  HULU BINJAI 641. 574.000 144.353.000 0 0 785.927.000
105 TAYAN HULU KEDAKAS 641. 574. 000 220.308.000 0 288.153 .000 1.150.035.000
106 TAYAN  HILIR PULAU TAYAN UTARA 641. 574. 000 169.688.000 0 288.153.000 1.099.415.000
107 TAYAN  HILIR RAWAT 641. 574.000 163.494.000 0 0 805.068.000
108 TAYAN  HILIR PEDALAMAN 721. 575.COO 295.315.000 0 0 1.016.890.000
109 TAYAN  HILIR BALAI  INGIN 641.574.000 355.842.000 0 0 997.416.000
110 TAYAN  HILIR LALANG 641. 574.000 403.568.000 0 288.153.000 1.333.295.000
111 TAYAN  HILIR CEMPEDAK 641. 574.000 250.064.000 0 0 891.638.000
112 TAYAN  HILIR MELUGAI 641. 574.000 295.230.000 0 0 936.804.000
113 TAYAN  HILIR EMBERAS 641.574.000 254.157 .000 0 0 89 5 . 731. 000
114 TAYAN  HILIR BEGINJAI 641.574.000 235.305.000 0 0 876.879.000
115 TAYAN  HILIR sEworANG 641. 574.000 364.915.000 0 0 1.006.489.000



Ho, Kecarmtan Ham Deca Alohasi liar Alokasi Formula Alohsl Afirmasi Alokasl Klnerja Pagu per Ike

/I/ /2/ /3/ /4/ /5/ /6/ /7/ (8)-- (4) + (5) + (6)+(7)
116 TAYAN  HILIR SEBEMBAN 561. 574.000 117.468.000 0 0 679.042.000
117 TAYAN HILIR SUBAH 641.574.000 145.779.000 0 0 787.353.000
118 TAYAN  HILIR SUNGAI JAMAN 641.574.000 338.852.000 0 0 980.426.000
119 TAYAN  HILIR TANJUNG BUNUT 641.574.000 209 .981.000 0 0 851.555.000
120 TAYAN  HILIR TEBANG BENUA 641.574.000 146 . 3 12 . 000 0 0 787.886.000
121 BALAI HILIR 641. 574. 000 212 . 537 .000 0 0 854.111.000
122 BALAI PADI  RAYE 641. 574. 000 175.363.000 0 0 816.937.000
123 BALAI TEMIANG MALI 641. 574.000 177.971.000 0 0 819.545.000
124 BALAI COWRT 641. 574.000 148.715.000 0 0 790.289.000
125 BALAI KBBADU 641. 574.000 280.418.000 0 0 921.992 .000
126 BALAI MAX RAWING 641. 574.000 179.400.000 0 0 820.974.000
127 BALAI TAB 641.574.000 210.893 .000 0 0 852.467.000
128 BALAI SEMONCOL 641.574.000 285.740,000 0 0 927.314.000
129 BALAI EMPIRANG UIJUNG 641. 574.000 178.577.000 0 0 820.151.000
130 BALAI BULU BALA 641.574.000 407.998.000 0 0 1.049.572.000
131 BALAI TEMIANG TABA 641. 574. 000 201. 541.000 0 0 843.115.000
132 BALAI SENYABANG 641. 574.000 245.195.000 0 0 886.769.000
133 T0BA TERAIU 641. 574. 000 358.116.000 0 0 999.690.000
134 TOBA BELUNGAI  DALAM 641.574.000 224.473.000 0 0 866.047.000
135 TOBA SANSAT 641. 574.000 381.659 .000 0 0 1.023.233.000
136 TOBA KAMPUNG BARU 641. 574.000 214.934.000 0 0 856.508.000
137 T0BA BAGAN ASAM 641. 574. 000 399 .691.000 0 0 1.041.265.000
138 TOBA LUMUT 641, 574. 000 220.172.000 0 0 861.746.000
139 T0BA BALAI BELUNGAI 641. 574.000 239.977.000 0 0 881. 551.000
140 MELIAU MELIAU  HILIR 721. 575 .000 335.568.000 0 288.153.000 1.345.296.000
141 MELIAU MELIAU HULU 721. 575.000 350.543.000 0 0 1.072.118.000
142 MELIAU KUALA BUAYAN 721.575.000 235.644.000 0 288.153 .000 1.245.372.000
143 MELIAU MERANGGAU 641. 574,000 337.816.000 0 0 979.390.000
144 MELIAU MBLOB0K 641. 574. 000 304.405.000 0 0 945.979.000
145 MELIAU SUNGAI  MAYAM 641.574.000 ZOO.094.000 0 0 841.668.000
146 MELIAU PAMPANG DUA 641. 574.000 183.836.000 0 0 825.410.000
147 MELIAU KUALA ROSAN 641.574.000 563.881.000 0 0 I.205.455.000
148 MELIAU SUNGAI  KBMBAYAU 641.574.000 209.307.000 0 0 850.881.000
149 MELIAU KUNYIL 641.574.000 371.839 .000 0 0 1.013.413.000

150 MELIAU CUPANG 561. 574.000 228.796.000 0 0 790.370.000
151 MBLIAU LALANG 641. 574.000 331.698.000 0 0 973.272.000
152 MELIAU BARU  LOMBAK 641. 574.000 303.348.000 0 0 944.922.000
153 MELIAU BNGGADAI 641.574.000 259.168.000 0 0 goo.742.000
154 MELIAU BALAI TINGGI 641.574.000 454.124.000 0 288.153 .000 1.383.851.000
155 MELIAU BHAKTI JAYA 561. 574.000 163.529.000 0 0 725.103.000



H®. kecarmtan Hare Deso Juohsl Daurm AI®" F®rmut Al®hasl Aflrmasl Jdekel Kinelja Pa8tl per D-

/I/ /2' /3/ /4/ /5' • /7J (8)-- (4) + (5) + (6)+(7)
156 MELIAU MUFTI JAYA 561.574.000 187.093.000 0 0 748.667.000
157 MELIAU MELAWI  MAKMUR 641.574.000 178.217.000 0 288.153.000 1.107.944.000
158 MBLIAU HARAPAN MAKMUR 641.574.000 116.726.000 0 0 758.300.000
159 ENTIKONG NEKAN 641,574.000 316.424.000 0 0 957.998.000
160 ENTIKONG SEMANGIT 641.574.000 266.030.000 0 0 907.604.000
161 ENTIKONG ENTIKONG 721.575.000 437.348.000 0 0 I.158.923.000
162 ENTIKONG PALA PASAING 641.574.000 404,493.000 0 0 1.046.067.000
163 ENTIKONG SURUH TBMBAWANG 641.574.000 605.942.000 0 0 I.247.516.000

Total 105.056.675.COO 48.298.497.COO I.372.728.OcO 4.610.448.OcO 1§9.3ae.248.oco

Pembina(IV/a)
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